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ABSTRAK

Tugas dan wewenang Wakil Presiden dalam sistentaketgaraan Republik
Indonesia yang tidak secara tegas dalam konstitusiengakibatkan
pertanggungjawaban Wakil Presiden menjadi kuraeigsj Meskipun telah dilakukan
amandemen UUD 1945, peran Wakil Presiden masihgaeb@ang kedua atau
pembantu. Padahal ketika tugas-tugas Presiden paggu banyak sering kali
pembagian tugas diberikan kepada Wakil Presiderrsapasa pemerintahan Gus
Dur yang terbatas fisiknya (Keppres No0.121/2001)d&am Hukum Islam, terlebih
dalam llmu Kenegaraan Islam (As-Siyasah) keberadaarang Wakil Presiden atau
yang biasa disebut dengan (Wazir) dibedakan memjad] (1) Wazir yang tidak
mempunyai kekuasaan otonom, bisa dikatakan jugwdaMazir hanya merupakan
kaki tangan dari kepala negara sedang segala katedan ketetapan tetap di tangan
Presiden, ini disebut dengan "Wazir Tanfidz”. (2p¥W yang jabatannya diangkat
oleh Kepala Negara dan mempunyai hak penuh dalatmdiek, bukan merupakan
perantara "Wazir Tafwid Namun dalam pelaksanaannya tetap dominasi peran
Kepala Negara tak memberi pembagian kepada Wakjpalkee Negara. Dari
pendekatan itu muncul pertanyaan. Bagaimanakahdkédn seorang Wakil Kepala
Negara dalam Amandemen UUD 1945 dan dalam Hukuami3|

Untuk menjawab permasalahan itu penulis menggunaketode pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekaturidis normatif, yaitu
penelitian yang didasarkan pada data yang diperdbin peraturan perundang-
undangan. Metode analisis data yang digunakanladakskriptif kualitatif.

Dalam penelusuran penulis, hasil penelitian mprian: Pertama, dalam
UUD 1945 sebelum amandemen, peran Wakil Presidgratddianggap sebagai
“pembantu”, yang berfungsi sebagai pengganti jikasilen berhalangan, seperti
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan dikuatkdand&asal 8 UUD 1945. Kedua,
peran Wakil Presiden sesudah amandemen UUD 194p telak berubah, karena
Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sedang&rubahan yang mendasar
terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presigaitu dalam Pasal 6A ayat (1),
dan Pasal 7 UUD 1945 (Perubahan Pertama). Mengemberhentian Presiden,
menjadi lebih jelas setelah ada penambahan Pasalik& Presiden diberhentikan
karena terbukti adanya unsur-unsur pidana separg yimuat dalam Pasal 7A, maka
Wakil Presiden akan menggantikan kedudukan Presidi@m dilantik sebagai
Presiden sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1Pé%uljahan Ketiga); dan Ketiga,
Fungsi, tugas, dan wewenang Wapres sangat tergapata keinginan Presiden dan
kinerja Wapres tergantung pada kemampuan dan kemgu#adi yang
bersangkutan, bukan karena aturan yang baku das. jgleempat, Dalam Islam
seorang Wakil Pemerintah (Wazir) yang dimaksudaodlizarah Tafwid, di dalam
Hukum Islam, seorang Wazifdfwid) mempunyai kedudukan yang begitu berarti,
dalam arti mempunyai kekuasaan penuh, yang kekoagaamelengkapi segala
urusan di atas seluruh daerah. Namun tetap berddavdh Presiden (Khalifah). Dan
kedudukan Wakil Presiden di Indonesia jika dalalantslebih ke Wizarah Tafwid
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi iberdasarkan
Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pédatiddan Kebudayaan

Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 054318871

I. Konsonan Tunggal

No. | Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

1. | alif - tidak dilambangkan

2. < ba' B be

3. < ta' t te

4. & sa' S es (dengan titik di atas)
5. z jim j je

6. z ha' h ha (dengan titik di bawah
7. z kha' kh ka dan ha

8. 2 dal d de

9. 3 zal Z zet (dengan titik di atas)
10. B ra' r er

11. 2 zai Z zet

12. o sin S es

13. 8 syin sy es dan ye

14. ue sad S es (dengan titik di bawah
15 o= dad d de (dengan titik di bawah
16. L ta’ t te (dengan titik di bawah)
17. L za' z zet (dengan titik di bawah
18. & ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
19. d gain g ge

20. - fa' f ef

21. 3 qaf q ki
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22. i kaf k ka
23. J lam I el
24. B mim m em
25. U nun n en
26. 9 wau w we
27. 2 ha' h ha
28. 3 hamzah ' apostrop
29. S ya y ye
Il. Vokal
A. Vokal Tunggal
Fathah (~) ditulis a
Kasrah (=) ditulis i
dammah (~) ditulis u
Contoh: E - kataba s - zukira
B. Vokal Rangkap
s...  ditulis ai
.. ditulis au
Contoh: L - kaifa Jo = haula
I1l. Maddah
Gl ditulisa
S ditulis 1
. ditulis@




Contoh: Js gala o - rama

B qila S = yaqilu

IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat Hatkasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukansliterasinya
adalah ha (h).

C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuikbtidoleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedudéuk&ggpisah, maka
ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: JULYT a5y, - rauchh al-afal

YA W] al-madinah al-munawwarah

i5b talhah

V. Syaddah (Tasydid)
Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasdilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yangrdtheda syaddah itu.

Contoh: B - rabbana J% nazzala



VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilamband&agan huruf, yaitu

Ji . Namun, dalam transliterasi ini kata sandanglihedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandgagg diikuti oleh huruf
gamariyabh.

A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyahadiiiterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf el (I) diganti dengamruf yang sama
dengan huruf yang lansung mengikuti kata sandang it

B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyahadistiterasikan sesuai
dengan huruf aturan yang digariskan di depan dsumas@ula bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariykhta sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkangdn tanda

sempang.

Contoh:

] - at-ta‘dil ) - ar-rinayah

5o - al-jarh s - al-hadis
VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasd@mgan apostrop.
Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletaé&ndah dan akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilanddean, karena dalam tulisan arab

berupa alif.

Xi



Contoh: sk - ta’khuzin A as-§’

o) inna

VIIl. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupuruf, ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya denganof harab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf htaakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersdlvangkaikan pula dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh: r}jﬂ ) A»\ g Bismillah ar-raiman ar-rafim

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapitdaki dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan jugand®einaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruftlRhyiang digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bikma diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf Kaeitap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Byl ‘vg/i&;;. L) - Wa m& Muhammad il ar-Rasl
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah.

Membahas masalah pembatasan kekuasaan,bigtkepas dari konsep
pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaam dalgara tidak lepas
pemakaiannya dengan teori Montesquieu yang poml#agan sebutan ajaran
“Trias politica’. Inti ajaran Trias politica ialah adanya pemisahan kekuasaan
(separation of power).! Yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan badaambad
atau pejabat penyelenggara negara dalam batas-balmsg kekuasaannya
masing-masing, dengan pemisahan atau pembagiaradasku tersebut dapat
dicegah penumpukan kekuasaan di satu ta @asolute) atas sekelompok kecil
orang(oligarki) yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintadnsag-
wenang Sebenarnya pengertian pembagian kekuasaan berbedgan
pengertian pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuaseaati bahwa kekuasaan
negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagiaik, f@ngenai orangnya

maupun mengenai fungsinya.

! Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar
1945, (Yogyakarta: Liberty, 1998), him.18.

2 Bagir Manan)_embaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2003), him. 8.



Montesquieu mengemukakan tiga jenis kekuasaan dakmerintahan,
yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaaksekutif diartikan sebagai
kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Legialdiah kekuasaan yang
membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan untongadie dilaksanakan
oleh kekuasaan yudikatflf.

Sementara Islam sendiri dikatakan bahwa ia adagjama yangahmatan
lil ~alamin, yang juga mengatur segala urusan manusia, yang ihadalamnya
juga mengandung ajaran keadilan, ketidaksewenangivgan dalam arti tidak
menumpuk kekuasaan dalam satu tarfgslasalah pemisahan kekuasaan tersebut
telah ada dalam hukum maupun negara Islam, daakdikikan sejak masa-masa
Rasulullah saw daal-Khulafa™ al-Rasyidn yang dikenal dengan istilatagsimu
al-adawati al-hukumiyah, yaitu:

Ulil amri, sebagai pelaksana undang-undang Syari@déi Syuraih
sebagai pelaksana peradildtajlis Syira sebagai parlemen, d#hl- halli wa al-
aqdi sebagai dewan pertimbangan. Pertama mengenai asako Legislatif,
bahwa mereka itu mempunyai dua wewenang. Pertamaboa undang-undang

an sich(melulu). Kedua, membatasi atau mengontrol pertadridalam masalah-

3Moh Kusnaidi dan HarmailyPengantar Hukum Tata Negara Indonegizakarta: Sinar
Bakti, 1983), him. 141.

“zainal Abidin Ahmagd Membangun Negara IslanfYogyakarta: Pustaka Igra, 2001),
him. 284.

®Inu Kencana Syafi‘id)mu Pemerintahan Dan al-Qur arfJakarta: Bumi Aksara, 1995),
him. 167.



masalah eksekutif agar tidak bertindak otoriternlyenai yudikatif, Islam tidaklah
mengharuskan memegang teguh pada sistem tertentuakdt (negara) tertentu.
Begitupun pandangan Islam tentang EkseRutif.

Jika dikaitkan dengaifrias politica dalam arti pemisahan kekuasaan ke
dalam tiga kekuasaan, maka tidak dapat disangkaivd®gpembentukan negara
demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh Tds politica, hanya saja
kemudian dimodifikasikan dengan kultur yang hidupndonesia sehingga poros-
poros kekuasaan itu tidak hanya tiga tetapi ada fmros kekuasaan yang sejajar
dengan eksekutif, yaitu Presiden, DPR, DPA, BPK th Kemudian selain
kelima poros yang merupakan lembaga tinggi nedaraada lagi satu lembaga
tertinggi yang disebut MPR, yang dimaksudkan selbaggelmaan seluryy rakyat
yang bertujuan/berwenang mendistribusikan segalaamakekuasaan kepada
lembaga negara.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah ssaklum reformasi
maupun setelah reformasi peran Wakil Presiden jelak. Undang-Undang Dasar
1945 hanya menyebutkan bahwa Wakil Presiden adpé&hbantu Presiden.
Sebagai dasar hukum tertulis, Undang-Undang D&sEs hanya mengatur hal-hal
yang bersifat pokok atau garis-garis besar sajageren kedudukan, mekanisme

kerja atau hubungan tata kerja antar lembaga-lembaggara. Khususnya

®Muhammad al-MubaralSistem Pemerintahan Dalam Isla(Bolo: CV Pustaka, Mantiq,
1995), him. 92,

"Dahlan Thaib)mplementasi Sistem Ketatanegaraan Menurlm. 5-6.



mengenai Wakil Presiden, ketentuan konstitusioralagialah Pasal 4 ayat (2)
yang menetapkan bahwa “Dalam melakukan kewajibaifmgaiden dibantu oleh
satu orang Wakil Presiden”. Tentang istilah “dikérdan sejauh mana perbantuan
itu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjelaskafinya.

Apabila dikaji lebih lanjut, perkataan “dibantu” aga Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan Presiden teupakan the first
man“ sedangkan Wakil Presiden hanya merupakhe $econd man*barulah
Wakil Presiden dapat tampil sebagai orang pertéraabresiden berhalangan. Hal
ini secara konstitusional jelas disebutkan dalarsaP8 Undang-Undang Dasar
1945, yaitu “jika Presiden mangkat, berhenti, dieetikan, atau tidak dapat
melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannyaligenti oleh Wakil
Presiden sampai habis masa jabatannya“. Jadi gengeibantu Wakil Presiden
tetap berlaku selama Presiden masih berfuhgsi.

Kemungkinan kedudukan Wakil Presiden ada dua, y&kdudukannya
sederajat dengan Presiden; ini dapat diketahui gmdekatan yuridis terhadap
Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UUb jp9Pasal 7, Pasal 22, Pasal
24 dan Pasal 25 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. pendekatan tersebut
tersimpul bahwa antara Presiden dan Wakil Presitidak terdapat hirarki

hubungan sebagai atasan kepada bawahan, yang namapgla pembagian

8bid., him. 36.

°Ibid., him. 37.



prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintal@ana Presiden sebagai
pemegang prioritas pertama, sedang Wakil Presidetegang prioritas kedd&.
Kemungkinan kedua, dapat diketahui melalui pereafisterhadap Pasal 4
ayat (2) jo Pasal 5 UUD 1945 jo Penjelasan ButirjdvKetetapan MPR No.
I/MPR/1978 Pasal 8 ayat (1). Di sini ternyata kakaan berada di tangan
Presiden. Wakil Presiden tidak dapat bertindak isenkarena semata-mata
merupakan “pembantu” yang tugas dan kewajibannygameung pada adanya
pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Erédid
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kidwasa ini
terlinat sekali perubahan yang sangat signifikahagap pembagian tugas antara
Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adakdalah ekonomi sebagai
tugas Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Demikian halnya dalam ketatanegaraan dan konstiflam, pemimpin
negara dipegang oleh Khalifah.
Oy sleall @iy 5 L 2ty e Lgd Jaadl 118 A8da (2 V) 8 Jela (5) Asilall JUA
Lo 2ty (ge Lgod Jand) 1B A0S (im pY) 8 Jela ) ASALall JBN 5 el (g 03 5 Slaany e
Vosalai Yl ale) B e ey sleall iy
Dalam menunaikan tugasnya sebagai pemimpin sugaraedibantu oleh

pembantunya atau biasa disebut dengan Wakil Presilegas dan wewenang

“Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap n@inika
Perubahan UUD 1945)YogyakartaFH Ull Press, 2004), him. 74.

Ybid., him. 81.

2Al-Bagarah (2): 30.



Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, sebagaimgang dikatakan oleh al-
Mawardi, bahwa kepala negara dan pembantunya bajkan untuk Melindungi
agama dan mengatur duriiaJadi peranan keduanya di dalam pemerintahan
adalah satu. Artinya, tugas presiden juga harakuakian oleh wakilnya. Apa yang
diuraikan dalam buku-bukal-Ahkam al-Sultlzniyah yang ditulis para fugaha’
kaum muslimin tidak lain hanyalah suatu gambaran dpa yang terjadi di
negara-negara Islam di masa-masa itu sesuai dejipad mereka dan dari apa
yang mereka ambil manfaatnya dari pengalaman-pamgad dari bangsa—bangsa
lain yang sesudah mengaplikasikan prinsip-prinsianh di atasnya. Begitu juga
halnya dengan masalah-masalah yang berhubungaardpegmbagian, kekuasaan,
pemisahan, dan penyeimbangan dari ketiganya. Debggpegangan dari Al-
Qur'an dan As-Sunnah, dan kaum muslimin pada masa yang telah
mendefinisikannya dan mereka menjadikannya sudtyeing harus dipegandt.
Khilafah, adalah suatu wilayah yang lengkap dalagak pekerjaannya.
Baik pekerjaan itu berpautan dengan urusan agataapun berpautan dengan
politik keduniaan. Urusan-urusan itu tidak mungtiikerjakan sendiri oleh kepala
negara. Dia perlu kepada adanya pembantu-pembpatwakilan-perwakilan,
pegawai-pegawai yang diserahkan kepada merekadarbacam tugas untuk
memenuhi tugas negara. Oleh karena hal demikian para Fugaha

memperhatikan beberapa akad yang lain di sampiagl glang pertama. Dan

3Wahbah az ZuhailiFigh Islam Wa Adillatula, cet. ke-3,juz 6, (Beirut: Dar al- Fikr,
1989), him. 661. Dikutip Slamet Untung,Kédudukan keputusan Presiden Dalam Prespektif
HukumTatanegara dan Hukum Islam3krpisi2001.



masing-masing akad tersebut mempunyai kepribadpnitbadian sendiri, tujuan-
tujuan sendiri, hukum-hukum tersendiri dan nildantersendiri pula. Di antara
para wakil izarah) dari Imam itu sendiri secara global dibedakarasadua
macam, yakni:Tafwid dan Tanfidz Para Fugaha™ mengatakan bahwa Tanfidz
merupakan pengganti-pengganti (wakil-wakil) sajaangy hanya bertugas
menyampaiakn sesuatu kepada kepala negara dant rakga yang dalam
Ketatanegaraan Indonesia disebut den@abernur.Sedangkan petugas Tafwidl
suatu kekuasaan yang diberikan dengan perantadeash adapun kekuasaan
Tanfidz, hanyalah suruhan mengerjakan sesuatk fiddu adanya pengangkatan
dan memberikan pemberian kekuasaan, mempunyai hakenmtah dan
mengendalikan urusan-urusan dan kekayaan né&bara.

Kedudukan Wazir TafwidWakil Kepala Negaradalam Islam, adalah
kekuasaan kedua sesudah jabatan Imamah, yang kedhinya segaris dengan
kedudukan Kepala Negara, dan lebih penting dari akepNegara dalam
pelaksanaan. Dia memegang wilayah Imamah. Waziindek sebagai pengganti
kepala negara, dalam menghadapi seluruh daeralrandgasar yang pertama,
adalah kias kepada apa yang terjadi dalam kedudikaabian. Nabi Musa
memohon kepada Allah supaya menguatkan kedudukandgamgan adanya
Wazir. Jika dalam kenabian boleh adanya Wazir, mdddam jabatan kepala

negara tentu lebih-lebih lagi. Dasar yang kedwdmladn untuk mewujudkan

%M. Hasbi Ash Shiddiegylmu Kenegaraan dalam Figh Islamdisadur dari bukiAn-
Nadhariyyat As-Siysiyah Al-shiyah,oleh Prof. Dr. Dliya-uddin ar-Rayis. cet. ke-2 (detk: PT.
Bulan Bintang, Rabiul Awal 1412 H / September 19®im. 75-77.



kemaslahatan, karena kepala negara yang dibebaganeberbagai tanggung
jawab menghendaki adanya berbagai pekerjaan. Sedangidak sanggup
mengurus pelaksanaannya tanpa adanya seorang farhbém berkaitan dengan
hadits yang diriwayatkan Tirrt
oY s b oY ge i€ e

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis begkwan untuk mengetahui
lebih jauh kedudukan Wakil Presiden dalam sistertatteegaraan Republik
Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar #ia#5Hukum Islam.
Apakah mungkin nantinya di dalam penelitian inidegrat persamaan antara
pandangan dari kedua hukum tersebut. Ataukah akamukan banyak perbedaan
dari keduanya? Untuk itu penulis akan berusahakumi&nemukannya lebih rinci
pada skripsi ini dengan mengambil judul “Kedudukakil Presiden Dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perép&kiandemen UUD 1945

dan Hukum Islam)”.

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di ataaka diperoleh

rumusan masalah sebagai berikut:

Bibid., him .80.

T irmizi, Sunan Tirmii, Jilid 13, him. 165 dan 175.



1. Bagaimanakah Kedudukan Wakil Presiden dalam ketgtaaan Republik
Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 dan Hukuemiz|
2. Bagaimanakah Signifikansi Pengaturan KedudukaskiMPresiden dalam

Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengetahui dan menganalisis peran Wakil Bessidalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia setelah Amanddsdd 1945 dan
Hukum Islam
b. Untuk mengetahui Signifikansi Pengaturan kedudukdakil Presiden

dalam Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Universitas Islam Negeri Yogyakarta
b. Penelitian ini akan menambah khasanah pustaka hukuliniversitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menambatvasan bagi
mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Nefeanan Kalijaga
Yogyakarta, Khususnya yang menyangkut peranan vpaksiden dalam
ketatanegaraan Republik Indonesia.

c. Bagi masyarakat
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d. Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepedyarakat,
khususnya yang menyangkut perana Wakil Presideandkétatanegaraan
Republik indonesia.

3. Bagi penulis
Menjadikan pengalaman dan penambahan pengetahotmdga peranan

Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Republik Inglane

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelaahan lebih lanjut sebagaimarg telah
dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penylberusaha untuk
melakukan penelitian lebih awal terhadap pustakey yda, seperti halnya: buku-
buku yang antara lain:

"Lembaga Kepresidenan”oleh Prof. Dr. H.Bagir Manan, SH., M.C.L.,
buku ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut gegrai lembaga kepresidenan
serta sistem pemerintahan, menyangkut masa jalpmesmiden, bagaimana bila
presiden berhalangan hadir nantinya perannya akgantikan oleh siapa,
kewenangan-kewenangan yang menyangkut presiden wakil dalam
ketatanegaraan Indonesia.

"Pemerintahan SBY-JK Berfikir secakkonomis, Politis atau Bisrits
oleh M. Sadli, dalam buku setabal 338 ini dikupasjang lebar mengenai
kepemeritahan SBY-JK, kebijakan-kebijakan yang ldikkkan oleh SBY-JK

dalam hal perekonomian yang tugas itu diserahkpadae Jusuf Kalla.
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"Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuafsdam UUD
1945”, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH. Buku ini bexara mengenai historis
perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesiaa ppstubahan Keempat
UUD 1945, di dalamnya termasuk membicarakan mengeman Wakil Presiden,
serta perkembangan ketatanegaraan Indonesia deeasaa ini.

"Lembaga Negara DalanMasa Transisi Demokrasj” oleh Ni'matul
Huda, karyanya ini membahas secara khusus tentkgmbangan kelembagaan
negara di Indonesia pasca Reformasi dan Perubad&n1945.

"Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas SejaraPemerintahan
Islam”, yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesiahdldtammad al-Baqir
dari karya Abu al-A’la al-Maududi. Beliau dalam bmlga tersebut lebih banyak
membahas tentang teori politik Islam, yang di artga membahas mengenai
kekuasaan presiden. Ada pula buku terjemahan di#gab k’al-Ahkam al-
Sulthiniyyah Wa al-Wiliyah ad-Dniyyah” karangan Imam al-Mawardi yang
diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kdudain Nurdin dengan judul
"Hukum TataNegara dan Kepemimpinan dalam Takaran IslarAtalah karya
yang paling dekat dengan skripsi ini dari pandarigkam.

"Politik Hukum Islam”, oleh Abdul Wahhab Khallaf, beliau dalam
bukunya mengetengahkan bentuk-bentuk pemerintaslam,| bagaimana Islam
menjamin politik pemerintahan yang adil sampai lwanta hak-hak yang dipunyai

oleh individu, serta hubungan-hubungan negara Islangan non muslim.
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"Figh Siyasah (Ajaran, Sejarah Dan PemikiranYleh Dr. J. Suyuthi
Pulungan, M.A. dalam karyanya tersebut mengulatamgnprinsip-prinsip Figh
Siyasah memandang sebuah pemerintahan yang ményangngenai Khilafah,
Imarah, dan Imamah yang berprinsip berdasarkaruala@ dan al-Hadits.

"llmu Kenegaraandalam Figh Islafy oleh Prof. T. M. Hasbi Ash-
Shiddieqy, di sini dikupas mengenai sejarah-sejggatang kepemimpinan dalam
Islam, tentang lembaga-lembaga negara dalam Islarta segala hal yang
menyangkut kelembagaan tersebut.

Selain itu juga penulis berusaha melihat dan mahelewat karya- karya
yang berupa Skripsislam dan Pemerintahaholeh Muhammad Rofig Muttaqin.
Dalam karya tersebut beliau memaparkan mengenaiatepemerintahan Islam
pada sejak masa Rasulullah sampai corak-corak paatgan Islam pada masa
Khulafa urrasyidin. Di dalam bahasanya menjelaskan ternyata dalamm IStk
terdapat pemerintahan yang baku, umat Islam beba&nhganut sistem
pemerintahan apapun dari masa pendahulu Islamaassiitem tersebut menjamin
persamaan antar para warga negaranya.

"Tugas dan Wewenang Kepala Negdveenurut Ibnu Khaldun”, oleh
Nurul Aini, dalam skripsinya beliau berusaha meaggahkan mengenai
pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dan Hukum Islam sreg sistem
pemerintahan dalam pandangan Islam, bahwa Islaak tichnya agama ritual

ubudiah saja.
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"Kriteria Kepala Negara Perspektif Figh Siyasahbleh Syifa'urrahman
Dahlan. Dalam skripsinya beliau mengulas mengeeggala kriteria seorang

kepala negara dalam pandangan Islam terlebih dadentdangan Figh Siyasah.

. Kerangkateoretik
1. Negara Hukum

Sejak dahulu kala orang telah mencari akan artiakkedgdukum, dan
Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukurg gikaitkan dengan arti
negara dalam perumusannya yang masih terkait pddis™ Aristoteles
berpendapat bahwa pengertian Negara timbul dais gahg mempunyai wilayah
negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikibk seperti negara-negara
sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan behpduk banyak(vlakte-
staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan aengusyawarah
(ecclesia)dimana seluruh warga negara ikut serta dalam pengghraan urusan
negara.’

Dalam praktik ketatanegaraan konsep ini terus manggerkembangan,
dalam arti konsep negara hukum dalam teori perlonbpd&tian yang konkrit

karena saat berhadapan dengan kenyataan yang dedmp masyarakat, faktor-

"Moh. Kusnardi dan Harmailly IbrahirRengantar Hukum Tata Negaralm. 153.
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faktor waktu dan tempat sangat mempengaruhi komsggara hukum dalam
praktek!®
Yang dimaksud Negara Hukum adalah negara yangrbdiatas hukum
yang menjamin keadilan kepada warga negaranya
00 ) e ) Gull) G S 130
a5 Jaally oS e by il ()
Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebaaaghidup untuk
warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keattilgperlu diajarkan rasa
susila kepada setiap manusia agar ia menjadi wgagg baik. Demikian pula
peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jikatupgma hukum itu

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganasya"

Ciri-ciri bagi negara hukum adalah:
a. Penataan Struktur Lembaga Negara secara vertikdiaasontal
b. Pembagian kekuasaan antara Presiden dan WakitiEnesi
c. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusig yaengandung

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekordan kebudayaan,

®Mlegawati dan Ali Murtopo,Perlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia: Sebuah Evaluag¥ogyakarta: UAD Press, 2006hIim. 19.

An-Nisa" (4): 58.
“An-Nahl (16): 90.

“IMoh. Kusnaidi dan Harmaily IbrahirRengantar Hukum Tata Negar&m.153.
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d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tdgangaruhi oleh sesuatu
kekuasaan ataupun kekuatan apapun juga,
" opanall iy i () Janlly gy Sald Sl
BRIV [ VSV B PP TS ER RS PP

e. Legalitas dalam arti dalam segala bentuldiya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebealmandemen),
dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia berdasar laksim (rechstaat) tidak
berdasar pada kekuasaan beldkkachstaat). Hal ini memperjelas apa yang
secara tersurat dan tersirat telah dinyatakan d&®ambukaan dan Batang Tubuh
Undang-Undang Dasar 1945.Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan
bahwa negara Indonesia adalah Negara berdasarkasn Haitkum, sehingga
penyelenggara pemerintahan harus mendasarkaradai fpukum dan tunduk pada
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun lséteAmandemen Undang-
Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai negara highimdipertegas dengan
dimasukannya ketentuan ini dalam Pasal 1 ayat &B)g ymenyatakan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasakktantuan pasal tersebut,

#2pl-Maidah (5): 42.
“Al-Maidah (5): 8.
?Moh. Kusnaidi dan Harmaily IbrahinRengantar Hukum Tata Negara|m. 162.

*lpid.



1€

secara tegas telah dinyatakan bahwa Negara Indomesiupakan negara hukum,
sehingga pemerintahannya didasarkan kepada hukum.

Berbicara Negara Hukum tidak terlepas dari Konsiitistilah konstitusi
berasal dariconstituer” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Penmakaia
istilah  konstitusi yang dimaksudkan ialah pembeatuksuatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu neffakéonstitusi adalah hukum dasar baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum atagang tertulis biasanya
disebut Undang-Undang Dasdr.Dengan demikian Undang-Undang Dasar
merupakan salah satu bentuk konstitusi.

Dalam hukum Tata Negara dikenal pula apa yang disé&kbiasaan
ketatanegaraaconvention).Kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan
yang sama dengan undang-undang, karena diterimdijdéankan. Bahkan sering
kali kebiasaan ketatanegaraan ini dapat menggesatupan-peraturan hukum
yang tertulis’®

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur seruan pahantitkensyaitu
kekuasaan tunduk pada hukum (supremasi hukum), yadgaminan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adprigaip peradilan yang

bebas, dan menganut asas kedaulatan rakyat. Naatam #enyataannya, prinsip-

5Sri Soemantri M., “Susunan Ketatanegaraan Menutlid948 dalam Sri Soemantri
M. dan Bintan R. Saragih (Penyuntingjetatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik
Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), him. 29.

“’Megawati dan Ali MurtopoPerlemen Bikameral Dalarhjm. 27.

“Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahirfengantar Hukum Tata Negartam. 50.
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prinsip tersebut belum dielaborasikan secara psipoal dalam praktik
ketatanegaraan di Indonesia, baik pada masa Ontha,L@rde Baru, dan Orde-
Reformasi. Atau kalau sudah diterapkan, tetap mas@tum menyentuh
substansiny&’

Di dalam pemerintahan Islam pada masa dahulunmiailik sejarah pada
waktu terciptanya Piagam Madinah, kostitusi jugarttkan sebuah Undang-
Undang seperti halnya di atas. Selain itu Konstierarti juga sebagai "Piagam”
ataupun “perjanjian”. Disebut sebagai "piagai@hérter), karena isinya mengatur
hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebelids@endapat warga
Madinah  supaya keadilan terwujud dalam kehidupaereka, mengatur
kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongaenetapkan prinsip-
prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peratkeaokuan yang tidak baik.

Dari berbagai keterangan mengenai pengertian aestkusi, maka bisa
disimpulkan bahwa konstitusi adalah himpunan pesatperaturan pokok
mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam swesyamkat yang berkaitan
dengan organisasi negara, kedaulatan negara, dabagean kekuasaan antara
badan legislatif, ekskutif, dan yudikatif, hak-halan kewajiban rakyat dan
pemerintah dalam bidang sosial, politik, ekonongiaraa, dan budaya, cita-cita

dan idiologi negara dan sebagainya. Berdasarkaskkesi itu, maka harus diakui

“Dahlan Thaib,DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan IndonegMogyakarta: Liberty,
2004), him. 145-146.
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bahwa Piagam Madinah tidak bisa memenuhi secargpupaa. Sebab, di
dalamnya tidak ditemui penjelasan mengenai pembdgiuasaan antara badan
ekskutif, legislatif maupun yudikatif. Tetapi ia metapkan pemegang hukum
tertinggi. Namun demikian ia sudah bisa disebutagab "konstitusi” dengan

mempunyai ciri-ciri lainny&d’

2. Sistem Pemerintahan

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dipilih dangtiat oleh MPR.
Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistempuwan antara sistem
Parlementer dan sistem Presidensil diambil ciriyang baik dan sesuai dengan
keinginan masyarakat setempat antara kedua sisgtesabut. Pada satu pihak
pemerintah dijabat seorang Presiden atau pejalatdédam jangka waktu yang
telah ditentukan, di lain pihak karena masyaragegetbout merupakan kelanjutan
dari legislatif maka dapat dijatuhkan oleh lembégslatif (parlemen). Dengan
kata lain meskipun pemerintahannya presidensiabpitetparlemen dapat
memberhentikan Presiden.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusag gilakukan oleh
negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rgkydam kepentingan negara
sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintamgydhanya menjalankan tugas

eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugamya termasuk legislatif, dan

%93 Suyuti pulungarPrinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam MadiraiTinjau
Dari Pandangan Al Qur'anJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), him. 113
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yudikatif3*

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah umiejaga suatu
ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalankandiqgdin secara wajar,
pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan &epesyarakat, diadakan
pemerintahan tidak untuk melayani sendiri, tetaypuls melayani masyarakat serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap amggohasyarakat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demicapan kemajuan
bersama.

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistessidansial, dalam
sistem pemerintahan presidensial, kedudukan ekédldgak tergantung kepada
badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum daku&saan eksekutif
dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepl$ekutif seorang Presiden
menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimgpartsmennya masing-
masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kep&tesiden. Karena
pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari bgokmvakilan rakyat atau tidak
memerlukan dukungan kepercayaan dari badan pesamakikyat itu, maka
menteripun tidak bisa diberhentikan olehnya, separtg diatur dalam Pasal 4 dan
17, Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan Pasghtd (d) dan Pasal 17
Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan dionksia adalah
presidensial, karena Presiden adalah eksekutigngg@n menteri-menteri adalah

pembantu Presiden. Dilihat dari sudut pertanggumgapan Presiden kepada

¥Moh. Kusnardi dan Harmailly IbrahinRengantar Hukum Tata Negatam.171.
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, berarti eksekatfad dijatunkan oleh lembaga
negara yang lain — kepada siapa Presiden bertaggguwab — maka sistem
pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945t ddisebut “Quasi
Presidensial®

Pertanggungjawaban Presiden diatur dalam penjeladaid 1945 dan
Pasal 5 Ketetapan MPR No. IlII/MPR/1978 tentang Ked#an dan Hubungan
Tatakerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara dengan/Aatéar Lembaga-lembaga
Tinggi Negara. Kemudian ditegaskan lagi dalam P88aKetetapan MPR No.
[I/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua Atas KetetatapsdPR RI No.
[I/IMPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR Rlamin, pertanggung
jawaban Wakil Presiden tidak jelas.

UUD 1945 dan Penjelasannya maupun Ketetapan MP&K tdla yang
mengatur mekanisme pertanggung jawaban Wakil Rmegeénjelasan UUD 1945
menegaskan “Dalam menjalankan Pemerintahan Nekgkaasaan dan tanggung
jawab adalah di tangan Presid@oncretation of power and responsibility upon
Presiden)*®

Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presides ddsar pembantu
Presiden, sehingga beban pertanggung jawaban képaBamenjadi bertambah

berat, karena selain harus mempertanggung jawatdaijaksananya, juga harus

*bid., him. 180.

#Ni'matul Huda,Politik Ketatanegaraan indonesia Kajian terhadam@inika
Perubahan UUD 1945 Yogyakarta: FH Ull Press, 2004), him. 91.
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memikul tanggung jawab (tindakan) Wakil Presidenenibebaskan Wakil
Presiden dari suatu sistem pertanggung jawabanaladalenyalahi prinsip
pemerintahan negara demokratis, setiap jabatan @yabat harus ada
pertanggung jawaban atau tempat bertanggung javeanin UUD atau ketetapan
MPR tidak mengatur masalah pertanggung jawaban \eedsidert”

Perubahan besar terjadi dalam ketatanegaraan Isidosetelah dilakukan
perubahan ketiga UUD1945 — yang merubah mekanismelipan Presiden dan
Wakil Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPRekarang dilakukan
secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiderk tmalu menyampaikan
pertanggung jawaban lagi kepada MPR.

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 (Perubahan Ketigagid®en dan Wakil
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabata@mata-mata karena:

1. Melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatdaradap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

2. Perbuatan tercela, atau

3. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presidan/atau Wakil

Presider’

*bid.

Sbid., him. 93.
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3. Demokrasi

Dalam memperoleh negara yang demokratis, maka |dkaer adanya
transisi, dan transisi itu merupakan tahapan avempenhting yang sangat
menentukan dalam proses demokrati¥asiTransisi menuju demokrasi sendiri
berlangsung lewat tiga jalur utama: transisi déasgtransformasi), transisi dari
bawah (replacement) dan transisi lewat transakgjdsiasi).

Pertama jalur transisi dari atas yang terjadi ketika gkitpihak yang
berkuasa dalam rezim otoriter mempelopori dan nemainkan peran yang
menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengwmhmenjadi sebuah sistem
baru yang demokratis. Keputusan rezim memilih deamkini biasanya terjadi
karena didasari pertimbangan kelompok elit bahwaekgngan-kepentingan
mereka jangka panjang akan lebih bisa terjamin bileerjuangkan dalam
lingkungan yang demokrati&edug jalur transisi dari bawah yang dipimpin oleh
oposisi atau masyarakat. Jalur semacam ini lewiédspsosial tersebar dari
berbagai kalangan akar rumput, gelombang pemogg&kag massif, aksi kolektif
mahasiswa, tekanan kekuatan oposisi yang memabilmassa untuk menekan
rezim dan sebagainy&etiga jalur transaksi (negosiasi) atau titik temu aatar
tekanan dari bawah dan kemauan dari atas. Antan@nr@&ah otoriter dan oposisi
dari massa yang mendesakkan demokrasi mengadakesaksi (negosiasi) untuk

melembagakan demokrasi. Proses transisi yang lgstdag di Indonesia pasca

Ni*matul Huda,Politik Ketatanegaraan indonesia Kajian terhadam@inika
Perubahan UUD 1945 Yogyakarta: FH Ull Press, 2004), him. 33.
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Soeharto ditandai oleh sejumlah perubahan sosmpdbtik mendasar. Jatuhnya
Soeharto memiliki korelasi positif dengan demolsagi, karena tidak semata-mata
merupakan pergantian pemerintahan tetapi juga jdikan dengan transisi
menuju demokrasi dan bahkan diikuti oleh pelembagdamokrasi diakhir
kekuasaan Habibi¥.

Ajaran demokrasi yang secara plastis digambarkabhagse “the
gouvernment from the people, by the people, forpdmple”. Ajaran ini secara
esensial mengandung arti bahwa pemerintahan dirddik dijalankan sendiri oleh
rakyat (rakyat memerintah diri mereka sendiri). 8taglisebut juga sebagai sistem
penyelenggaraan negara yang memberikan tanggurap jaepada rakyat untuk
mengatur dan mengurus diri mereka sendiri. Penadvam demokrasi adalah
pemerintahan yang paling mendekati fitrah manustegai makhluk yang lahir
dalam kebebasan dan persamaan. Pemerintahan senmacakan berlangsung
secara tentram dan damai, karena rakyat yang nipbritidak mungkin
mengganggu, memberontak, atau merebut kekuasdwtégr diri mereka sendiri
sebagai yang memerintah. artinya terjadi kemandaggantara yang memerintah
dan yang diperintah. Segala sesuatu ditentukanddaksanakan sesuai dengan
kemauan rakyat dan setiap penyelenggara negarapataarintah bertanggung
jawab kepada rakyat. Menurut Plato, demokrasi gemerintahan yang paling

"fair” dan paling menawanfajrest and most beautifuldari segala bentuk

*Ibid., him. 34 -35.
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pemerintahan adalah yang berdasarkan konstitusin A&tapi Plato mengatakan,
pemerintahan demokrasi dapat ambruk apabila:
1. Terjadi persaingan yang tidak sehat (jealousy) rantberbagai
kelompok masyarakat;
2. Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh pylilg tidak terdidik
(sejalan dengan konseépect democracy Pen).
Keadaan-keadaan di atas akan menimbutkexosdan memberi jalan bagi

kehadiran despotisme yang akan memulihkan ketertiba stabilitad®

F. Metode pendlitian
1. Obyek Penelitian
a. Peran Wakil Presiden dalam ketatanegaraan Repuhlilonesia
pasca amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam.
b. Analisis signifikansi pengaturan kedudukan PerankiW&resdien

dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan peiaglikepustakaan, (Library
Research), karena itu teknik yang digunakan adpktgumpulan data secara
literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka y@rhubungan dengan objek

penelitian.

¥Bagir MananLembaga Kepresidenaflyogyakarta: FH Ull Press, 2003), him. 10-11.



25

3. Sifat Penelitian
Penelitian ini  bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan,
menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara dbjektta yang dikaji

sekaligus menginterpretasikan data tersebut.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah-data yang diperoleh
dengan cara studi kepustakaan. Data sekunderitdedirbahan hukum primer,
sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukumg yaengikat.
Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Adesmen Undang-Undang
Dasar 1945 dan- Hukum Islam yang di dalamnya mam&ash al-Qur an, as-
Sunnah dan limu Figh Siyasah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yangbaréan
penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitiabahan hukum sekunder
terdiri dari buku-buku, skripsi, media masa, ddvagginya.

c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yanglbegkan penjelasan

mengenai bahan hukum sekunder.

5. Metode pengumpulan data
Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam eamelini adalah

kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dergaa mengumpulkan berbagai
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data yang terdapat dalam buku-buku literatur, nekaturat kabar, artikel-artikel
ilmiah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundandangan yang berhubungan

dengan objek yang akan diteliti.

6. Metode pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yayrigakni meneliti
aspek Perundang-undangan dan Nash. Sebagai pepugarpendekatan yuridis
tersebut digunakan pendekatan politis, yaitu mealgas permasalahan dari sudut

pandang para ahli politik umum dan Islam.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatifyalata yang diperoleh
disajikan secara deskriptif dan dianalisis secaitatif (content analysjsuntuk
mendapatkan gambaran umum tentang peranan WalgidBre dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia sesudah Amandemdén1945 dan Hukum

Islam.

G. Sistematika Penulisan
Bab pertama, merupakan bagian awal yang dalam ipanalya meliputi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuaalipam, kerangka teoretik,

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistemaaulisan
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Bab kedua, memberikan uraian tentang tinjauan ukeduadukan Presiden
dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 yang niemcalndang-Undang
Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik ladian Sistem Pemerintahan
menurut UUD 1945.

Bab ketiga, memberikan uraian tentang tinjauan umkedudukan
Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Hukum ]sigang di dalamnya
tercakup dasar-dasar sistem pemerintahan Islanmpdasip-prinsip UUD dalam
negara Islam, pengertian sistem pemerintahan dalam.

Bab keempat, analisis mengenai Kedudukan WakilitRrrsdalam sistem
ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan dalam Hukuamisyang di dalamnya
mencakup Signifikansi pengaturan Kedudukan wal@sklen dalam Amandemen
UUD 1945 dan Hukum Islam.

Bab kelima, ini merupakan bab terakhir yang membdtesimpulan dan

saran.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis studi pusti@at diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan Wakil Presiden sebagai pembantu Presidéap tidak
berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalamibpéan. Perubahan yang
mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wraksiden, yaitu dalam Pasal
6A ayat (1), yang berbunyi “Presiden dan Wakil Ries dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sejak bérigk Pasal ini maka
Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh MPBRmMun dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Perubahagajterjadi dalam hal masa
jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 UMb IPerubahan Pertama)
berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegangtgbselama lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabgdaug sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan”. Menurut ketentuan tersebutitgasdan Wakil Presiden
hanya bisa menjabat secara berturut-turut palimyddadua kali. Perubahan juga
terjadi pada Pasal 8. adanya perubahan pada P&HaD81945, maka semakin
jelas kedudukan Wakil Presiden. Adanya pembagidudsaan antara Presiden

dan Wapres, sehingga Kalla berperan besar di etiteRuesiden menangani

- 114-
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politik, hukum, keamanan, dan Kalla menangani nawsakonomi. Padahal,
konstitusi kita sama sekali tidak memperkenankan it

Fungsi, tugas, dan wewenang wapres sangat tergampi@da keinginan
presiden dan kinerja wapres tergantung pada kemamgan kemauan pribadi
yang bersangkutan, bukan karena aturan yang bakjelde.

Wizarah tafwiqWakil Presiden) dalam Islam adalah merupakan
kekuasaan yang kedua, sesudah jabatan Imamah,rbkblladukannya segaris
dengan Kepala Negara, dan lebih penting dari kddardiKepala Negara dalam
pelaksaannya. Sedang seorang Kepala Negara tidaggiga mengurus
pelaksanaan pemerintahan tanpa adanya seorang memiadi disimpulkan
bahwa seorang Wazir Tafwid berperan penuh dalaatd@tgaraan Islam dalam
semua urusan kenegaraan. kecuali dalam tiga h&hi:yMengangkat Putra
Mahkota, meletakkan jabatan langsung kepada rakgatWwazir tidak boleh
memecat orang yang diangkat oleh Kepala Negarait&pala Negara boleh
memecat orang yang diangkat oleh Wazir.

Kedudukan seorang Wazir (tafidetap menjadi "pembantu” Kepala

Negara.
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B. Saran

1. Untuk menghindari kesimpangsiuran lebih lanjut yamgengarah pada
pelanggaran konstitusi, dirasa perlu segera dislsuang-Undang Lembaga
Kepresidenan yang membatasi kewenangan Wapres,i rkedlkanya dipilih
secara langsung oleh rakyat dalam pemilu

2. Tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban Walgidere harus diperjelas,
karena selama ini konstitusi di Indonesia tidakasggelas mengatur kewenangan
Wakil Presiden. Tugas-tugas Wakil Presiden tergantari kebijakan Presiden,
sehingga tugas yang dijalankan Wakil Presiden sdlatbeda-beda. Misalnya:
tugas Habibie selaku Wakil Presiden dari Presideah&rto, berbeda dengan
tugas Megawati sewaktu menjadi Wakil Presiden ddydurrahman Wabhid,
berbeda pula dengan tugas Jusuf Kalla sebagai WrRrkisiden dari Susilo

Bambang Yudhoyono.
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Lampiran |

No

No
Hal.

No
EN.

Bab

Terjemahan.

1

5

12

Ingatlahetka Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata:

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan pad

di
anya

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensugikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

14

19

dan (menyukamu) apabila menetapkan hukum d

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yg

ng

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

14

20

Sesungguh@yflah menyuruh (kamu) berlaku adi
dan berbuat kebajikan,

15

22

Dan jika kammemutuskan perkara mereka, maka

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan

adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang adil.

15

23

Dan janganlakkali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tig
adil. Berlaku adillah,

68

Sesunpgya Allah menyuruh kamu menyampaika

ak

amanat kepada yang berhak menerimanya, d¢an

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
antara manusia supaya kamu menetapkan den
adil.

di
gan
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69

taatilah Allatan taatilah Rasul (Nya), dan ulil ami
di antara kamu.

69

23

Berlaku adii, karena adil itu lebih dekat kepad
takwa.

a

10

70

27

dan aku dipeainkan supaya berlaku adil di antaf
kamu.

a

11

70

29

Hai manusia, ssegguhnya Kami menciptakarj
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempy
dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengel
Sesungguhnya orang yang paling mulia di anta
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tagwa
antara kamu.

N
lan
jan
nal.
Ara

di

12

71

31

atas musliimvajibkan taat dan mendengarkan pa
apa yang disuka dan tidak, kecuali pada perint
maksiat, maka bila (perintah) maksiat tidak waj
mendengar dan taat.

la
ah
b

13

72

33

Maka disebabkaahmat dari Allah-lah kamu
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiran
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentul
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kare
itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun b;
mereka, dan bermusyawaratlah dengan merg
dalam urusan itu.

ya
ah
na
ngi
bka

14

12

34

Dan (bagi) oramgng yang menerima (mematuh
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sed:
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawa
antara mereka; dan mereka menafkahkan seba

Ang
at-
jian

dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
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15| 72 35 Il antara mereka; daareRa menafkahkan sebagian
dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
Sama dengan nomor 9.

17 | 73 38 1] Hai Daud, segguhnya Kami menjadikan kamt
khalifah (penguasa).

18 | 74 42 [l Ingatlah ketikhuhanmu berfirman kepada par

Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikd
seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkat
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah)
bumi itu orang yang akan membuat kerusak
padanya dan menumpahkan darah, padahal k
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tid
kamu ketahui."

D

a:
di
an

Ami
jan
I
ak




LAMPIRAN I
BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah #lal-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-
Qusyairi. la dilahirkan di Nabur, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur
Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imam Muslim adalah salah seorang muhadisin, hafiz lagi
terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar figgspemencari hadis,
beliau berkunjung ke Kurasan untuk berguru hddipada Yahy bin
Yahya Ishag. Di Mesir ia berguru kepada Yazid bin Mandan Abu
Mas’ad dan kepada ulama hagang lain.

Sebagai ulama yang produktif, &gm Muslim meninggalkan begitu
banyak karya, diantaranya adaldami’ us-&hith, Musad al-Kabir, al-J
ami’ al-Kabir, Kitab at-Tamyiz, Kitb al-Muhazamain, dan sebagainya.
Beliau meninggal pada hari minggu bulan Rajab ta2&hH (875 M) dan
dikebumikan pada hari senin di Nbar.

2. Al-Maududi.

Sayyid Abdul A'la Maududi adalah nama lengkapnyirl di
Aurangbad India Selatan, 25 Serptember 1903. belaenerima
pendidikan pertama kali melalui sitem pendidikamsi yakni mendalami
pengetahuan bahasa arab,Persia, Urdu, membacartgkslan agama di
rumah oleh orang tuanya.baru setelah berumur ldntdéfeliau masuk
sekolah formal dengan sistem pendidkan modern dagbad. Pada usia
14 dengan kemampuannya beliau sudah mampu mengdrkam al-Mir at
al-Jadidah (wanita modern) karya Qosyim Amin, ddahasa Arab ke
Urdu. Pada saat yang sam ia berpindah minat iritelekoran Hamdard,
jurnal Tarjumal al-Qurah menjadiedtornkoran muslim, editor al-Jami’at,.
Selain sebagai seorang jurnalis beliau juga seow@kidvis gerakan
kemerdekaan bagi umat Islam. bersama sejumlahisktmslim dan
sejumlah ulama™ muda beliau mendirikd@maat Islami(Partai Islam)
dan beliau menjadi pemimpinnya.

3. lbnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 126BRaliran, dekat
Damaskus. Nama lengakapnya adalah Tagi al-Din AfAbkas ibn al-
Halim ibn abd as-Salim ibn Taimiyah. Orang tuangamiasu pengikut
Madzhab Hambali, dalam sejarah perkembangaan Ifbaon Taimiyah
dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama kali melimggn gerakan
pembaharuan (Reformasi) cara berpikir umat.

Beliau memiliki keistimewaan seperti pemikiran yamgam,
ingatan yang kuat dan keberanian serta ketekunampempuangkan
kebenaran. Selain profesi Guru dan Hakim, beliagajumemimpin
pasukan ketika pasukan Syiria berperang melawangsbarOngol.
Kegagahn dan keistimewaanya membela bangsa mekgesan
kepribadiannya sebagai nasionalis religius. ArusiiRieannya terutama



4.

5.

masalah politik, kenegaraan dan pemerintahan jededan terjalin erat
dengan konteks keagamaan dan kebangsaan itu.

Ketika menterjemahkan misi al-Qur'an dan as-Sunbahau
beliau tidak sengaja mengelaborasikannya secdratéesredalam masalah-
masalah dikotomi, antara agama dan dunia.dua Huklam itu secara
egas memberikan prinsip-prinsip dasar yang mengeisoalan-persoalan
manusia, tata cara berpolitik, kenegaraan dan petakan juga termuat di
dalamnya walau itu tersaji secara global dan pasaum.

Konsiderasi agama (Islam) merupakan karakteristémigira
beliau yang mungkin membedakannya dengan pardfifilagani.ketika
merumuskan analogi asosiasi politik dengan manugasisi agama
sebagai fundamen m,erupakan ciri yang ditekankéamdaemikiran sufi
itu.

Meskipun terkesan kontroversial, penegasan bediaiang urgensi
pemerintahan terlihat pada fatwanya “Enam pululitdberada di bawah
pemerintahan tiaran itu lebih baik ketimbang satiam berada tanpa
pemerintahan.”(as-Siyasah as-Syariyah, 1951). Faitwa dikesankan
kontroversial karena sejak pertama beliau selaloekenkanposisi agam
sebagai fundamen.

Wahbah az-Zuhaili
Beliau adalah guru besar llmu Figh dan Usul Agjam Fakultas
Syari'ah pada Universitas Damsyik (Damaskus).

Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1818 M.beliau taswk jajaran
disen pada fakultas Syari'ah Universitas Cairoalltara karya-karyanya
adalah llmu Usul al-Figh dan Masadhil at-Tsri dkisi fi-Ma-La Nassa
fih. Beliau wafat pada hari Jumat, 20 Januari 1856

6. TM. Hasbi As-Siddieqy

Nama lengkap bekiau adalah Teungku Muhammad Hasfi a
Shiddieqy, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di lunkawe. Belajar pada
pesantren yang dipimpin oleh ayahnya, serta difaplaepesantren lain.
Karir beliau sebagai pendidik antara lain sebgdiddeFakultas Syari’ah
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Guru Bedam Dekan
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakart®®§0), Beliau juga
termasuk guru besar Ull Yogyakarta dan Rektor Usitas Al-Irsyat
Solo (1963-1968), selain itu juga beliau menjadiKiV&etua Lembaga
Penerjemahan dan Penafsiran Al-Quran Departemeamag Ketua
Lembaga Figih Islam Indonesia (LEFISI). Anggota TAI Wal TARJIH
DPP al-Irsyat, dan terakhir pada tanggal 22 Ma®&t]1 Beliau mendapat
gelar Honoris Causa dalam Iimu Syari'ah dari Ursitass Islam Bandung
(UNISBA) dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

Munawir Syadzali.
Beliau merupakan tokoh agama serta diplomatik, yawemjabat
sebagai Menteri Agama sejak kabinet pembangunan(1883-1988)



hingga kabinet pembangunan V(1988-1993). Lahirldiéf, 7 November
1928, setelah menamatkan sekolah Menengah Pertanggi/ Mamba ul
Ulum di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungar@m&rang. Pendidikan
Universitasnya di Luar Negeri pada University of 8himgton DC, A.S.,
serta memperoleh gelar M.A dengan tésdo Muslim Partiess and Their
Poltical Concepts(1959). Sebagai pengajar pada Fakultas Pasca &arjan
Institut Ilmu Agama Islam Negeri (IAIN sekarang YlRarif Hidayatullah
Jakarta.

. Bagir Manan

Bagir Manan lahir di Kalibalang, Lampung Utara p&d@®ktober
1941. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikataatiah asalnya
(Lampung). Setelah meraih gelar sarjana 91967) attulfas hukum
UNPAD,Bagir Manan diangkat sebagai dosen tetap lalamaternya.
Mantan aktivis HMI yang meraih Master of Comparatbhaw 9MCLO di
Dallas, Texas(1981) ini pernah mengikuti Englishnduiaage and
Orientation Progam di Boston University USA (198fan Sandwich
Preogam di Belanda (1988-1989). Bagir Manan yargapahun 1967
memproleh penghargaan Satya Lencana Penegak damreMPertahanan
dan Keamanan ini pernah pula menjabat direkyur el@hdHukum dan
Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI. Setengajar di
progam Pasca Sarjana (S2), hingga sekarang digengala memberi
kuliah di UNISBA Progam Pasca Sarjan (S2) dan Rro@eoktor Iimu
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jabayang pernah
dipegang antara lain sebagai anggota DPRD kotaBen(1967-1971),
Staf Menteri Kehakiman Rl (1974-1976), Dekan FH BRA (1977-
1979), Pembantu Rektor UNISBA (1981-1984), dan lijaRektor
UNISBA (1984-1986). Selain aktiv melakukan penatiti peraturan
perundang-undangan, Bagi Manan juga sering diunddindperbagai
seminar, pertemuan ilmiyah dan lokakarya. Bukungagypernah tebit
antara lain Konvensi Ketatanegaraan (1986), Perafaraturan
Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasiof©8B8),
Lembaga Kepresidenan (1999), Menyongsong Fajar ddtorDaerah
(1999), DPRD, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru Diag003),
Teori dan Politik Konstitusi (2003), PPerkembandg#ddD 1945 (2004),
Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) (2008)akalah
liImiahnya banyak dipublikasikan di Majalah PadjajarflUNPAD) dan
mimbar (UNISBA). Beliau adalah Guru Besar tetapFdkultas Hukum
UNPAD, Bandung. Kini menjabat sebagai Ketua MahKanfgung
Republik Indonesia (2001-sekarang).

Vi
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